
38 

BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pengawasan Pemerintah Terhadap Pengawasan Karang Taruna  

a. Pengawasan 

Pengawasan menurut Handoko (1999:25) merupakan penemuan dan 

penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah 

dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan 

menurut sujamto (1989) yaitu sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui 

dan menilai kenyataan yang sebenarnya dengan semestinya.
32

 Pengawasan 

terbagi menjadi beberapa macam jenis pengawasan yang dapat dilakukan, 

yaitu:
33

 

1. Pengawasan Intern dan Ekstern Pengawasan intern adalah pengawasan 

yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit 

organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat 

dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan 

melekat (built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin 

oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat 

wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan 

menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. 

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit 

pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal 

                                                           
32

Rahardjo Adisasmit, Op.cit.h,25 
33

 malikazisahmad , “pengertian-pengawasan”artikel diakses pada kamis  (13.09wib) 01 

juni 2017 dari https://malikazisahmad.wordpress.com/2012/01/13/pengertian-pengawasan/ 

https://malikazisahmad.wordpress.com/2012/01/13/pengertian-pengawasan/
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ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang 

merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan 

manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil 

laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga 

sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam 

proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak 

mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara 

obyektif aktivitas pemerintah. 

2. Pengawasan Preventif dan Represif, Pengawasan preventif lebih 

dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu 

kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah 

terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan 

pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan 

pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan 

negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar 

sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang 

dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna 

jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang 

kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Di sisi lain, 

pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu 

kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya 

dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah 

ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan 
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pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan 

terjadinya penyimpangan. 

3. Pengawasan Aktif dan Pasif, Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai 

bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang 

bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang 

melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-

surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan 

dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan 

kebenaran formil menurut hak (rechmatigheid) adalah “pemeriksaan 

terhadap pengeluaran apa kah telah sesuai dengan peraturan, tidak 

kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak 

berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan 

pengeluaran (doelmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran 

apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut 

diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.” Pengawasan 

kebenaran formil menurut hak (rechtimatigheid) dan pemeriksaan 

kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran 

(doelmatigheid). Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, 

pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, 

penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada 

aparatur atau pegawai negeri. 
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b. Pemerintah  

Yang dimaksud dengan pemerintahan dalam arti luas adalah segala 

urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarkan kesejahteraan 

rakyatnya dan kepentingan yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, 

melainkan juga meliputi tugas-tugas lainya (Moh.Kusnardi dan Harmaily 

Ibrahim, 1983:171)
34

 dan pemerintah menurut Taliziduhu Ndraha yaitu 

sebuah system multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi 

kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan publik 

untuk mewujudkan kesejahteraan social.
35

 

Wewenang pemerintah secara umum menurut Tonnaer yaitu 

kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu, 

diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga Negara.
36

 

c. Karang Taruna 

1. Sejarah Karang Taruna
37

 

Karang Taruna untuk pertama kalinya lahir pada tanggal 26 

September 1960 di Kampung Melayu, Jakarta. Dalam perjalanan 

sejarahnya, Karang Taruna telah melakukan berbagai kegiatan, sebagai 

upaya untuk turut menanggulangi masalah-masalah Kesejahteraan Sosial 

terutama yang dihadapi generasi muda dilingkungannya, sesuai dengan 

kondisi daerah dan tingkat kemampuan masing-masing. Pada mulanya, 

kegiatan Karang Taruna hanya sebatas pengisian waktu luang yang 

                                                           
34

 Dasril radjab,hukum tata Negara Indonesia,(rinekaa cipta, Jakarta,1994),h.57 
35

 Makmur, Op.cit,h.9-10 
36

 Juniarso ridwan & achmad sodik sudrajat, Hukum admiitrasi Negara dan kebijakan 

pelayanan public,(nuansa,bandung,2012),h.136 
37

 Ktipkp, sejarah karang taruna,” http://ktipkp.blogspot.co.id/2011/10/pendahuluan.html 
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positif seperti rekreasi, olah raga, kesenian, kepanduan (pramuka), 

pendidikan keagamaan (pengajian) dan lain-lain bagi anak yatim, putus 

sekolah, tidak sekolah, yang berkeliaran dan main kartu serta anak-anak 

yang terjerumus dalam minuman keras dan narkoba. Dalam perjalanan 

sejarahnya, dari waktu ke waktu kegiatan Karang Taruna telah 

mengalami perkembangan sampai pada sektor Usaha Ekonomis 

Produktif (UEP) yang membantu membuka lapangan kerja/usaha bagi 

pengangguran dan remaja putus sekolah. 

Pada masa Pemerintahan Orde Baru, nama Karang Taruna hanya 

diperuntukkan bagi kepengurusan tingkat Desa/Kelurahan serta Unit/Sub 

Unit saja (tingkat RT/RW). Sedangkan kepengurusan tingkat Kecamatan 

sampai Nasional menggunakan sebutan Forum Komunikasi Karang 

Taruna (FKKT), hal tersebut diatur dalam Kepmensos No 11/HUK/1988. 

Krisis Moneter yang melanda bangsa ini tahun 1997 turut memberikan 

dampak bagi menurunnya dan bahkan terhentinya aktivitas sebagian 

besar Karang Taruna. Saat dilaksanakan Temu Karya Nasional (TKN) IV 

tahun 2001 di Medan, disepakatilah perubahan nama menjadi Karang 

Taruna Indonesia (KTI). Oleh karena masih banyaknya perbedaan 

persepsi tentang Karang Taruna maka pada TKN V 2005 yang 

diselenggarakan di Banten tanggal 10-12 April 2005, Namanya 

dikembalikan menjadi Karang Taruna. Ketetapan ini kemudian diatur 

dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 tentang 

Pedoman Dasar Karang Taruna. Dengan dikeluarkannya Permensos ini 
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diharapkan tidak lagi terjadi perbedaan penafsiran tentang Karang 

Taruna, dalam arti bahwa pemahaman tentang Karang Taruna mengacu 

kepada Peraturan Menteri Sosial tersebut 

Keberadaan Karang Taruna dengan berbagai kegiatan yang 

dilaksanakan selama ini, bertumpu pada landasan hukum yang dimiliki, 

yang terus diperbaharui sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan 

perkembangan masalah kesejahteraan sosial serta sistem pemerintahan 

yang terjadi. Sampai saat ini, landasan hukum yang dimiliki Karang 

Taruna adalah Keputusan Menteri Sosial RI No. 13/HUK/KEP/l/1981 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Karang Taruna, Ketetapan 

MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN yang menempatkan Karang 

Taruna sebagai wadah Pembinaan Generasi Muda, serta Keputusan 

Menteri Sosial RI No. 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang 

Taruna 

Sejarah Karang Taruna  dimulai dari  Karang Taruna lahir pada 

tanggal 26 September 1969 di Kampung Melayu Jakarta, melalui proses 

Experimental Project Karang Taruna, kerjasama masyarakat Kampung 

Melayu/ Yayasan Perawatan Anak Yatim (YPAY) dengan Jawatan 

Pekerjaan Sosial/Departemen Sosial. Pembentukan Karang Taruna dilatar 

belakangi oleh banyaknya anak-anak yang menyandang masalah sosial 

antara lain seperti anak yatim, putus sekolah, mencari nafkah membantu 

orang tua dsb. Masalah tersebut tidak terlepas dari kemiskinan yang 

dialami sebagian masyarakat kala itu. 
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Masa kelahirannya s/d dimulainya pelita (1960 – 1969) Tahun 

1960–1969 adalah saat awal dimana Bangsa Indonesia mulai 

melaksanakan pembangunan disegala bidang. Instansi-Instansi Sosial di 

DKI Jakarta (Jawatan Pekerjaan Sosial/Departemen Sosial) berupaya 

menumbuhkan Karang Taruna–Karang Taruna baru di kelurahan melalui 

kegiatan penyuluhan sosial. Pertumbuhan Karang Taruna saat itu 

terbilang sangat lambat, tahun 1969 baru terbentuk 12 Karang Taruna, 

hal ini disebabkan peristiwa G 30 S/PKI sehingga pemerintah 

memprioritaskan berkonsentrasi untuk mewujudkan stabilitas nasional. 

Dimulainya pelita hingga masuk GBHN (1969 – 1983) Salah satu 

pihak yang berjasa mengembangkan Karang Taruna adalah Gubernur 

DKI Jakarta H. Ali Sadikin (1966-1977). Pada saat menjabat Gubernur, 

Ali Sadikin mengeluarkan kebijakan untuk memberikan subsidi bagi tiap 

Karang Taruna dan membantu pembangunan Sasana Krida Karang 

Taruna (SKKT). Selain itu Ali Sadikin juga menginstruksikan Walikota, 

Camat, Lurah dan Dinas Sosial untuk memfungsikan Karang Taruna. 

Tahun 1970 Karang Taruna DKI membentuk Mimbar Pengembangan 

Karang Taruna (MPKT) Kecamatan sebagai sarana komunikasi antar 

Karang Taruna Kelurahan. Sejak itu perkembangan Karang Taruna mulai 

terlihat marak, pada Tahun 1975 dilangsungkanlah Musyawarah Kerja 

Karang Taruna, dan pada moment tersebut Lagu Mars Karang Taruna 

ciptaan Gunadi Said untuk pertama kalinya dikumandangkan. Tahun 

1980 dilangsungkan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Karang 



 

45 
 

Taruna di Malang, Jawa Timur. Dan sebagai tindak lanjutnya, pada tahun 

1981 Menteri Sosial mengeluarkan Keputusan tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Karang Taruna dengan Surat Keputusan 

Nomor. 13/HUK/KEP/I/1981 sehingga Karang Taruna mempunyai 

landasan hukum yang kuat. Tahun 1982 Lambang Karang Taruna 

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial RI 

nomor.65/HUK/KEP/XII/1982, sebagai tindak lanjut hasil Mukernas di 

Garut tahun 1981. Dalam lambang tercantum tulisan Aditya Karya 

Mahatva Yodha (artinya: Pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan 

dan terampil) Pada tahun 1983 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

mengeluarkan TAP MPR Nomor II/MPR/1983 tentang Garis Besar 

Haluan Negara (GBHN) yang didalamnya menempatkan Karang Taruna 

sebagai wadah pengembangan generasi muda. 

MASUK GBHN SAMPAI TERJADINYA KRISIS 

a) Tahun 1984 terbentuknya Direktorat Bina Karang Taruna 

b) Tahun 1984-1987 sejumlah pengurus/aktivis Karang Taruna 

mengikuti Program Nakasone menyongsong abad 21 ke Jepang dalam 

rangka menambah dan memperluas wawasan 

c) Tahun 1985 Menteri Sosial menyatakan sebagai Tahun Penumbuhan 

Karang Taruna, sedangkan tahun 1987 sebagai Tahun KualitasKarang 

Taruna 

d) Karang Taruna Teladan Tahun 1988 berhasil merumuskan: Pola 

Gerakan Keluarga Berencana Oleh Karang Taruna 
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e) Tahun 1988 Pedoman Dasar Karang Taruna ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Sosial RI no. 11/HUK/1988 

f) Kegiatan Studi Karya Bhakti, Pekan Bhakti dan Porseni Karang 

Taruna merupakan kegiatan dalam rangka mempererat hubungan antar 

Karang Taruna dari sejumlah daerah 

g) Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) sebagai sarana tempat Karang 

Taruna berlatih dibidang-bidang pertanian dan peternakan 

h) Bulan Bhakti Karang Taruna (BBKT) biasanya diselenggarakan 

dalam rangka ulang tahun Karang Taruna. Merupakan forum kegiatan 

bersama antar Karang Taruna dari sejumlah daerah bersama 

masyarakat setempat, kegiatannya berupa karya bhakti/pengabdian 

masyarakat 

i) Tahun 1996 bekerjasama dengan Depnaker diberangkatkan 159 tenaga 

dari Karang Taruna untuk magang kerja ke Jepang antara 1 s/d 3 

tahun, dalam upaya meningkatkan wawasan, pengetahuan dan 

keterampilan dalam berbagai bidang usaha 

j) Pelibatan Karang Taruna dalam kesehatan reproduksi remaja diadakan 

agar Karang Taruna dapat berperan sebagai wahana Komunikasi 

Informasi dan Edukasi (KIE) bagi remaja warga karang Taruna 

Karang taruna dalam situasi krisis (1997 – 2004) Krisis moneter 

yang terjadi tahun 1997 berkembang menjadi krisis ekonomi, yang dengan 

cepat menjadi krisis multidimensi. Imbas dari krisis tersebut tak urung juga 

berdampak pada lambannya perkembangan Karang Taruna. Puncaknya pada 
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saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan 

Departemen Sosial, Karang Taruna pada umumnya mengalami stagnasi, 

bahkan mati suri. Konsolidasi organisasi terganggu ,aktivitas terhambat dan 

menurun bahkan cenderung terhenti. Hal tersebut menyebabkan Klasifikasi 

Karang Taruna menurun walaupun masih ada Karang Taruna yang tetap 

eksis. Tahun 2001 Temu Karya Nasional Karang Taruna dilaksanakan di 

Medan., Sumatera Utara. Hasilnya antara lain menambah nama Karang 

Taruna menjadi Karang Taruna Indonesia, memilih Ketua Umum Pengurus 

Nasional KTI, serta menyusun Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah 

Tangga KTI. Hasil TKN tersebut memperoleh tanggapan yang berbeda-beda 

dari daerah. 

Perkembangan karang taruna tahun 2005 hingga sekarang, Banten 

merupakan salah satu Provinsi yang ikut menorehkan sejarah ke-Karang 

Taruna-an. Pada tanggal 9-12 April 2005 digelar Temu Karya Nasional V 

Karang Taruna Indonesia (TKN V KTI) di Propinsi Banten. Beberapa hal 

yang dihasilkan pada TKN V tersebut antara lain: 

a) Pemilihan Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) periode 2005 – 

2010 

b) Perubahan nama KTI menjadi Karang Taruna 

c) Merekomendasikan Pedoman Dasar Karang Taruna yang baru yang akan 

ditetapkan oleh MENSOS RI. 

Pada tanggal 29 Juni - 1 Juli 2005 diselenggaran Rapat Kerja 

Nasional Karang Taruna (Rakernas Karang Taruna) di Jakarta dalam rangka 
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menyusun program kerja. Pada tahun yang sama, Menteri Sosial 

mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 tentang 

Pedoman Dasar Karang Taruna (pengganti Keputusan Menteri Sosial RI 

Nomor 11/HUK/1988), sebagai tindak lanjut rekomendasi Temu Karya 

Nasional V di Banten. dan pada tanggal 23 – 27 September 2005 

diselenggarakan BBKT dan SKBKT di Propinsi DIY dengan peserta lebih 

kurang 3.000 orang terdiri dari anggota dan pengurus Karang Taruna dari 

seluruh wilayah Indonesia. 

Pengakuan dan Perhatian para penentu kebijakan di negeri ini 

terhadap keberadaan Karang Taruna dibuktikan dengan masuknya nama 

Karang Taruna dalam beberapa regulasi atau perundang-undangan. UU No. 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri No. 5 Tahun 

2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, PP No. 72 & 

73 tentang Desa dan Kelurahan serta UU No. 11 tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial adalah beberapa produk hukum yang didalamnya 

menempatkan Karang Taruna dengan segala peran dan fungsinya. 

Tujuan Karang Taruna adalah : 

1. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung 

jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam 

mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai 

masalah sosial. 

2. Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga 

Karang Taruna yang trampil dan berkepribadian serta berpengetahuan. 
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3. Tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka 

mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna. 

4. Termotivasinya setiap generasi muda Karang Taruna untuk mampu 

menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

5. Terjalinnya kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam 

rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat. 

6. Terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi 

muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang 

memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia 

pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial 

dilingkungannya. 

7. Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di 

desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara 

komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh Karang 

Taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya. 

Tugas Pokok Karang Taruna adalah: Secara bersama-sama 

dengan Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk 

menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang 

dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif 

maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. 
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2. Pengertian Karang Taruna 

Pengertian karang taruna adalah organisasi sosial kepemudaan 

yang ada hampir di seluruh Desa/Kelurahan di Indonesia yang fokus 

pada penumbuh- kembangan usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomi 

produktif dan rekreasi, olahraga dan kesenian.
38

 atas dasar kesadaran dan 

tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi 

muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha 

kesejahteraan sosial.
39

 Karang Taruna merupakan wadah pengembangan 

generasi muda nonpartisan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa 

tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya 

generasi muda di wilayah Desa / Kelurahan atau komunitas sosial 

sederajat, yang terutama bergerak dibidang kesejahteraan sosial.
40

  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Karang Taruna 

adalah organisasi pemuda atau remaja Indonesia yang tersebar di seluruh 

wilayah NKRI. Sehingga karang taruna boleh diaktakan sebagai 

organisasi modern dan bukan organisai konvensional yang mengangkat 

pengurus dari kalangan keluarga, keturunan dan kerabat. 

Sebagai organisasi sosial kepemudaan Karang Taruna merupakan 

wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan generasi muda 

                                                           
38

 Dini Destina Sari, “Peranan Karang Taruna Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial 

Pemuda Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro”,Sekripsi Pendidikan 

Pancasila Dan Kewarganegaraan di Fakultas Keguruan Dan Ilmu Penddikan, (Lampung: Fakultas 

Keguruan Dan Ilmu Penddikan Universitas Lampung Bandar Lampung), h.3, t.d 
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Ayat (1) Ketentuan Umum, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 

77/Huk/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna  
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dalam upaya mengembangkan kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial 

dan usaha ekonomis produktif dengan pendayagunaan semua potensi 

yang tersedia dilingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber 

daya alam yang telah ada. Sebagai organisasi kepemudaan, Karang 

Taruna berpedoman pada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga 

(PD/PRT) di mana telah pula diatur tentang struktur penggurus dan masa 

jabatan dimasing-masing wilayah mulai dari Desa / Kelurahan sampai 

pada tingkat Nasional. Semua ini wujud daripada regenerasi organisasi 

demi kelanjutan organisasi serta pembinaan anggota Karang Taruna baik 

dimasa sekarang maupun masa yang akan datang.
41

 

Dikatakan organisasi modern adalah Organisasi dimana faktor-

faktor yang bersifat pribadi tidak memegang peranan penting dalam 

pengambilan keputusan. Organisai modern disebut juga sebagai organisai 

rasional dan legal, adalah organisasi yang dalam kegiatannya terdapat 

pemisahan yang tegas antara urusan pribadi dengan urusan organisasi. 

(Saragi, 2004:291)
42

 

Organisasi Karang Taruna juga yang berasaskan pada Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki suatu tujuan untuk 

mewujudkan :
43
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a. pertumbuhan  dan  perkembangan  setiap  anggota  masyarakat  yang  

berkualitas,  terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki 

kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, 

menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan 

sosial, khususnya generasi muda 

b. kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama 

generasi muda di Desa/Kelurahan  secara terpadu, terarah, menyeluruh 

serta berkelanjutan 

c. pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat 

terutama generasi muda dan  

d. pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan 

dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan. 

Organisasi Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan 

pengembangan kreativitas generasi muda  yang  berkelanjutan  untuk  

menjalin persaudaraan dan rasa kebersamaan menjadi mitra organisasi 

lembaga, baik kepemudaan ataupun pemerintah dalam pengembangan 

kreativitas. Kemampuan dibidang kesejahteraan sosial baik untuk 

masyarakat dilingkungan sekitar ataupun diwilayah lain. 

 

B. Kewenangan Pemerintahan Terhadap Pengawasan  Karang Taruna 

Pemerintah sebagai pengawas wajib mengawasi organisasi karang 

taruna selaku organanisasi sebagai perwujutan dari pemberdayaan karang 
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taruna ini dapat dilihat dari Bab IV pengelolaan sumber daya manusia dari 

pasal 27,28,29 dan 30.
44

 

Pasal 27 Sumber  daya  manusia  dalam  pelaksanaan  

pemberdayaan  Karang  Taruna meliputi : pembina, petugas pengelola 

kegiatan, pendamping Karang Taruna dan pengurus Karang Taruna 

Pasal 28 (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a 

meliputi : Pembina Utama Karang Taruna, Pembina Umum Karang Taruna, 

Pembina Fungsional Karang Taruna dan Pembina Teknis Karang Taruna. (2) 

Pembina Utama Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dijabat oleh Presiden Republik Indonesia. (3) Pembina Umum Karang Taruna 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : tingkat Pusat dijabat 

oleh Menteri Dalam Negeri, tingkat provinsi dijabat oleh gubernur, tingkat 

kabupaten/kota dijabat oleh bupati/walikota, tingkat kecamatan dijabat oleh 

camat dan tingkat desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis 

dijabat oleh kepala desa atau lurah atau nama lain yang sejenis. (4) Pembina 

Fungsional Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

meliputi : tingkat Pusat dijabat oleh Menteri Sosial, tingkat provinsi dijabat 

oleh kepala dinas/instansi sosial provinsi, tingkat   kabupaten/kota   dijabat   

oleh   kepala   dinas/instansi   sosial kabupaten/kota; dan tingkat   kecamatan   

dijabat   oleh   kepala   seksi   kesejahteraan   sosial kecamatan. (5) Pembina 

Teknis Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas 

: tingkat Pusat   dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah 
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nonkementerian, tingkat provinsi dilaksanakan oleh dinas atau instansi terkait 

tingkat provinsi dan tingkat kabupaten atau kota dilaksanakan oleh dinas atau 

instansi terkait tingkat kabupaten atau kota 

Pasal 29 (1) Petugas pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 huruf b merupakan pelaku yang bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna pada institusinya. (2) Petugas 

pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: petugas 

pengelola kegiatan Pusat dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, petugas  

pengelola  kegiatan  provinsi  dilaksanakan oleh dinas/instansi sosial provinsi 

dan petugas pengelola  kabupaten/kota  dilaksanakan  oleh  dinas/instansi 

sosial kabupaten/kota. 

Pasal 30 Pendamping  Karang Taruna  sebagaimana dimaksud  dalam 

Pasal  27 huruf c meliputi: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pekerja 

Sosial Profesional dan Tokoh Masyarakat sebagai anggota Majelis 

Pertimbangan Karang Taruna 

Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan 

(macht). Kekuasaan hanya menggabarkan hak untuk berbuat dan tidak untuk 

berbuat . dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban 

(rechten en plichten). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung 

pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola 

sendiri (zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti 

kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. 

Vertical berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib 
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ikatan pemerintah secara keseluruhan.(Bagir Manan,2000:1-2)
45

 wewenang 

menurut H.D.Stoud adalah wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan 

aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang 

pemerintah oleh subjek hokum public dalam hokum public. Sedangkan 

kewenangan yaitu kekuasaan formal yang bersal dari undang-undang, 

sedangkan wewenang  adalah sepesifikasi dari kewenangan yang artinya 

barang siapa subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang 

maka ia berwenang umtuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam 

kewenangan itu.
46

 kewenangan pemerintah yaitu kemampuan untuk 

melaksanakan hokum positif dan dengan begitu, diciptakan hubungan hokum 

antara pemerintah dengan warga Negara.
47

 Kewenangan pemerintahan 

terhadap pengawasan  pemberdayaan Karang Taruna bisa diklasifikasikan 

sebagai berikut.
48

 

a. Menteri Sosial memiliki kewenangan : menetapkan pedoman umum Karang 

Taruna, menetapkan standar dan indikator secara nasional, melakukan 

program percontohan, memberikan stimulasi, memberikan penghargaan, 

melakukan sosialisasi, melakukan pemantauan, melaksanakan koordinasi 

dan memantapkan sumber daya manusia.  

b. Gubernur memiliki kewenangan: melaksanakan pembinaan teknis dan 

mengoordinasi pemutakhiran pendataan Karang Taruna tingkat provinsi, 

melaksanakan hasil kajian, penelitian, dan pengembangan kebijakan 
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pemberdayaan Karang Taruna di tingkat Provinsi sejalan dengan yang 

ditetapkan Pemerintah, melaksanakan persiapan pemberdayaan Karang 

Taruna yang terdiri dari sosialisasi program pemberdayaan Karang Taruna 

untuk tingkat Provinsi, persiapan sosial, proses penyadaran dan perencanaan 

partisipatif dalam rangka pemberdayaan Karang Taruna, merekomendasikan 

penetapan lokasi pemberdayaan Karang Taruna kepada Menteri Sosial, 

menyusun perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka 

panjang pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna tingkat provinsi, 

melaksanakan pemberdayaan Karang Taruna tingkat provinsi, peningkatan 

kapasitas tingkat provinsi bagi petugas pengelola pemberdayaan Karang 

Taruna, pemantapan tingkat provinsi bagi pendamping Karang Taruna, 

melaksanakan penggalian dan pengembangan potensi Karang Taruna untuk 

tingkat provinsi, menyusun petunjuk pelaksanaan yang terkait dengan 

pemberdayaan Karang Taruna untuk tingkat provinsi, memfasilitasi 

pengembangan dan peningkatan Karang Taruna, memfasilitasi kegiatan 

Karang Taruna berskala provinsi, memfasilitasi koordinasi dan sinergi 

program dengan lintassektor dan dunia usaha di tingkat provinsi dan 

melaksanakan pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

pemberdayaan Karang Taruna  

c. Bupati/walikota memiliki kewenangan: melakukan pendataan dan 

pemutakhiran data Karang Taruna by name by address secara berkala setiap 

tahun secara sistimatis, melaksanakan hasil kajian, penelitian, dan 

pengembangan kebijakan pemberdayaan Karang Taruna di tingkat 
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kabupaten/kota sejalan dengan yang ditetapkan Pemerintah, melaksanakan 

persiapan pemberdayaan Karang Taruna yang terdiri dari sosialisasi 

program pemberdayaan Karang Taruna untuk tingkat kabupaten/kota, 

persiapan sosial, proses penyadaran, dan perencanaan partisipatif dalam 

rangka pemberdayaan Karang Taruna, merekomendasikan penetapan lokasi 

pemberdayaan Karang Taruna kepada gubernur dan/atau Menteri Sosial, 

menyusun perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka 

panjang pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna tingkat kabupaten/kota, 

melaksanakan pemberdayaan Karang Taruna tingkat kabupaten/kota, 

peningkatan kapasitas tingkat kabupaten/kota bagi petugas pengelola 

pemberdayaan Karang Taruna, pemantapan tingkat kabupaten/kota bagi 

pendamping Karang Taruna, melaksanakan penggalian dan pengembangan 

potensi Karang Taruna untuk tingkat kabupaten/kota, menyusun petunjuk 

pelaksanaan yang terkait dengan pemberdayaan Karang Taruna untuk 

tingkat kabupaten/kota, memfasilitasi pengembangan dan peningkatan 

Karang Taruna, memfasilitasi kegiatan Karang Taruna berskala 

kabupaten/kota, memfasilitasi koordinasi dan sinergi program dengan 

lintassektor dan dunia usaha di tingkat kabupaten/kota, menyusun laporan 

perencanaan pembiayaan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang 

sosial dalam pelaksanaan program pemberdayaan Karang Taruna dan 

melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

pemberdayaan Karang Taruna. 
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C. Tugas dan Fungsi Pemerintah Terhadap Pengawasan  Karang Taruna 

Pemerintah dilihat dari dua sisi pandang, yang pertama pemerintah 

sebagai multiproses dari berbagai kegiatan dalam rangka memenuhi tuntutan 

kebutuhan masyarakatnya, yang kedua pemerintahan dapat dilihat dari segi 

organisasi sebagai wadah untuk melakukan kerja sama dalam rangka 

pencapaian tujuan yang di tetapkan sebelumnya. Pembinaan kerja sama 

terhadap seluruh elemen dalam pemerintahan baik aparaturnya, partner 

kerjanya, dan partisipasinya harus menciptakan hubungan kemanusiaan yang 

harmonis  dengan di ikat nilai-nilai etika dan estetika yang dilandasi moralitas 

dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Nilai etika dan estetika 

bahkan moralitas memiliki perbedaan ini menjadi kewajiban pemerintah untuk 

melakukan pembinaan secara terus menerus, sehingga tidak terjadi 

pertentangan karena perbedaan tersebut yang dapat merugikan pemerintah dan 

mayarakat.
49

 

Tugas pokok pemerintahan meliputi tiga bidang tugas utama yaitu: 

a. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan  terutama yang berkaitan 

dengan pelayanan kepada masyarakat. 

b. Melaksanakan program pembangunan yang dapat meningkatkan seluruh 

aspek yang dapat menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat. 
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c. Pembinaan kemasyarakatan sehingga dapat terwujud stabitas berbagai aspek 

kehidupan dalam masyarakat, terjaminya keamanan terutama yang berkaitan 

keselamatan hidup dan jaminan berusaha. 

Dalam teori-teori yang berhubungan dengan organisasi, maka yang 

dimaksud dengan tugas pokok pemerintahadalah keseluruhan kumpulan tugas 

yang harus dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan dalam rangka mewujdkan 

kesejahteraan sosial masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat dalam 

moralitas, maka pelaksanaan tugas pokok pemerintah harus didasari oleh nilai-

nilai moralitas. 

Tugas dan Fungsi Pemerintah Terhadap Pengawasan pemberdayaan  

Karang Taruna yaitu mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, 

khususnya generasi muda, menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi 

rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan 

sosial, serta diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda, 

meningkatkan Usaha Ekonomi Produkti, menumbuhkan, memperkuat, dan 

memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat 

terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial, menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan 

lokal dan memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka 

Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
50
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D. Tahapan Pengawasan Pemerintah Terhadap Pemberdayaan   Karang 

Taruna. 

Pemberdayaan karang taruna adalah suatu proses pengembangan dan 

peningkatan kemapuan, kesempatan dan kewenangan kepada karang taruna 

untuk memecahkan masalah dan mengembangkan potensinya, melalui 

pemanfaatan berbagai sumber baik sumber daya manusia, sumber daya alam 

dan sumber daya sosial yang ada.
51

 

Tahapan Pemberdayaan Karang Taruna meliputi:
52

 

a. persiapan pemberdayaan diklasifikasikan menjadi beberapa yaitu : 

1. Sosialisasi program merupakan kegiatan membuka, mengembangkan 

wawasan, dan kesadaran pengurus, warga Karang Taruna, dan 

masyarakat mengenai pemberdayaan Karang Taruna. 

2. Persiapan sosial merupakan kegiatan untuk membangkitkan kesadaran 

Karang Taruna dan masyarakat tentang potensi Karang Taruna sebagai 

pelaku atau agen pembangunan sehingga masyarakat bersedia terlibat di 

dalam proses kegiatan mulai dari perencanaan sampai evaluasi program. 

3. Proses penyadaran merupakan suatu proses untuk menumbuhkan 

kesadaran kepada Karang Taruna, dan masyarakat tentang keberadaan 

atau eksistensi organisasi Karang Taruna, agar warga dan pengurus 

Karang Taruna serta masyarakat lebih memahami keberadaan organisasi 

Karang Taruna, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Karang Taruna, 

sistem nilai atau norma yang dipakai Karang Taruna. 
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4. Perencanaan partisipatif merupakan suatu upaya melibatkan warga, 

pengurus Karang Taruna, dan masyarakat secara sistematis untuk 

merencanakan kegiatan dalam rangka memecahkan masalah yang 

dihadapi. 

b.  pelaksanaan pemberdayaan diklasifikasikan menjadi beberapa yaitu : 

1. Peningkatan manajemen organisasi Karang Taruna dimaksudkan agar 

Karang Taruna mampu menyusun suatu program kerja yang realistis 

sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan serta tantangan yang ada, 

melalui partisipasi warga Karang Taruna dan masyarakat. 

2. Peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Karang Taruna 

dimaksudkan agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang 

dilaksanakan Karang Taruna meningkat baik secara kualitas maupun 

kuantitas.  

3. Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Karang Taruna agar usaha 

ekonomi produktif yang dilaksanakan Karang Taruna meningkat baik 

secara kualitas maupun kuantitas.  

4. Peningkatan kegiatan rekreatif, olah raga, kesenian, dan edukatif Karang 

Taruna dimaksudkan agar kegiatan rekreatif, olah raga, kesenian, dan 

edukatif Karang Taruna meningkat baik secara kualitas maupun 

kuantitas. 

5. Pengembangan jejaring kerja Karang Taruna dimaksudkan agar jejaring 

kerja Karang Taruna berkembang baik dengan masyarakat, dunia usaha, 

maupun Pemerintah.  
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c. pendayagunaan berkelanjutan. dilaksanakan melalui pemberian kesempatan, 

kewenangan melaksanakan program sesuai kemampuan dan kebutuhan. 

 

 


